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1. 

KABUPATEN TAPIN 
TAHUN 2023 

BUPATI TAPIN, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalamn 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Peru bahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undarng Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

Kabupaten Tapin Tahun 2023; 



2. 

3. 

4. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tamnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

Indonesia Nomor 6856); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 

tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 174); 

11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 

tentang Pemutakhiran Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 

Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 590); 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 terntang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 
2019 Nomor 10); 

Tahun 2015 Nomor 09); 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembarngunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 
15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15); 

22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 
03), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2020 Nomor 60); 

Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04); 



Menetapkan 
KESATU 

23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 19); 

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 

25); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023, sebagaimana 
tercantum dalam: 

Lampiran I 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VIIl 

Lampiran VII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

: Dinas Pendidikan 

: Dinas Kesehatan 
: RSUD Datu Sanggul 

: Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

: Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, dan 

Pertanahan 

: Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Kebakaran 

: Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik 

: Dinas Sosial 

: Dinas Tenaga Kerja 



Lampiran XI 

Lampiran XII 

Lampiran XIlI 
Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVII 

Lampiran XVIII 

Lampiran XIX 

Lampiran XX 

Lampiran XXI 

Lampiran XXII 

Lampiran XXII 
Lampiran XXIV 

Lampiran XXV 

Lampiran XXVI 

Lampiran XXVII 

Lampiran XXVII 

Lampiran XXIX 

Lampiran XXX 

: Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

: Dinas Ketahanan Pangan 

: Dinas Lingkungan Hidup 
: Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

: Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

: Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 

Berencana 

Dinas Perhubungan 
Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Dinas Pemuda dan Olahraga 

: Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

: Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

: Dinas Perikanan 

: Dinas Pertanian 

: Dinas Perdagangan 

: Dinas Perindustrian 
Sekretariat Daerah 

Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 
: Kecamatan Piani 

: Kecamatan Lokpaikat 



KEDUA 

Lampiran XXXI 

Lampiran XXXII 

Lampiran XXXII 

Lampiran XXXIV 

Lampiran XXXV 

Lampiran XXXVI 

Lampiran XXXVII 

Lampiran XXXVIII 
Lampiran XXXIX 

Lampiran XL 

Lampiran XLI 
Lampiran XLII 

Lampiran XLII 

Lampiran XLIV 

Lampiran XLV 

: Kecamatan Tapin Utara 

: Kecamatan Bakarangan 

a. pendahuluan; 

: Kecamatan Candi Laras 
Selatan 

: Kecamatan Candi Laras 

Utara 

: Kecamatan Hatungun 

d. penutup. 

: Kecamatan Salam Babaris 

: Kecamatan Tapin Tengah 

: Kecamatan Tapin Selatan 
: Kecamatan Binuang 

: Kecamatan Bungur 

: Inspektorat 
: Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan 

: Badan Keuangan dan Aset 
Daerah 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

: Badan Pendapatan Daerah 

: Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
terdiri atas: 

b. evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II 
tahun berkenaan; 

C. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; 

dan 



KETIGA 

KEEMPAT 

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan 

pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 
Anggaran 2023. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal o7 Agustus 2023 

BUPATI TAPIN, 

M. ARIFIN ARPAN 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau; 

2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan 
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 



i 

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 

KECAMATAN TAPIN TENGAH 

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161 Tambaruntung 

Email : kantorcamattapteng@gmail.com 
 

 

KATA PENGANTAR 

 
Berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan Yang Tercantum Dalam Undang–

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta selanjutnya dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( SKPD ) diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Tapin 

Tengah tahun 2023 

Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 hanya melakukan penambahan 

anggaran dibeberapa kegiatan tergantung kebutuhan sampai akhir tahun angaran dan beberapa 

kegiatan yang dikurangi besaran anggarannya ditambahkan ke kegiatan lain yang memerlukan 

tambahan anggaran ( pergeseran ). 

Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah 2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan 

maka kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama sangat kami harapkan. 

Dan kepada semua pihak yang membantu hingga selesainya penyusunan Perubahan Renja 

Kecamatan Tapin Tengah ini kami ucapkan banyak–banyak terimakasih. 

 

 

Camat Tapin Tengah, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMZAH ASSEGAF, S.H., M.H. 

NIP. 19750712 201001 1 001 
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Bab I-1 
Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023, 

merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi 

mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 

tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta 

untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.  

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan  Renja SKPD mengacu pada 

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.  

 

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan  Renja Kecamatan Tapin 

Tengah tahun 2023 maka perlu dilakukan Perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi 

dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukan  adanya  ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan, antara lain :  

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah 

2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan 

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta 

perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.   

 

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan 

adalah merupakan instrument kegiatan yang sangat penting karena di dalamnya 

terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain 

Perubahan  Rencana Kerja yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik pula 

yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar. 

 

B.     Maksud Dan Tujuan 

 
Maksud disusunnya Perubahan  Renja 2023 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi 

Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan 

antara program daerah, provinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program 

pembangunan akan semakin efektif dan efisien. 



 

 

Bab I-2 
Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 

Adapun tujuan disusunnya Perubahan  Renja 2023 adalah : 

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga 

program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang 

jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin dan Renstra Kecamatan Tapin 

Tengah;  

2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan; 

3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan 

yang bertanggung jawab; 

4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan 

kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian 

kinerja. 

 

C. Dasar Pertimbangan 

 

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan  RenjaTahun 2023 SKPD Kecamatan 

Tapin Tengah sebagai berikut: 

 

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2010-2014; 



 

 

Bab I-3 
Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04); 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 10); 

10 Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin  Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2022 Nomor 19);  

11 Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023 ; 

12 Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 000.7.2 / 287 – Randal / Bappelitbang / 2023 

tentang Penyusunan Perubahan  Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan 

13 Surat Keputusan Camat Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim 

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin 

 

 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika Perubahan  Renja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 



 

 

Bab I-4 
Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 

BAB  I    PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

C. DASAR PERTIMBANGAN 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH  SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II 
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BAB II 

 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

 

Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Tapin Tengah sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut : 

Indikator Sasaran Target Realisasi 

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah. 

- Persentase Layanan Masyarakat dengan 

indeks Minimal B 

- Persentase Rekomendasi yang 

diselesaikan 

- Persentase Pengaduan Masyarakat yang 

Diselesaikan. 

- Persentase Desa dengan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Desa yang baik 

- Persentase Desa dengan Administrasi 

Kependudukan yang baik 

89 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

- 

 

- 

 

50 % 

 

50 % 

 

50 % 

 

50 % 

 

Pengukuran Kinerja terkait Kepuasan Masyarakat itu dilakukan satu kali 

dalam setahun yaitu pada triwulan IV. Sehingga capaian indikator kinerja 

sampai pada semester II tahun 2023   belum dapat dilakukan sesuai tabel 

berikut : 

Uraian Indikator Kinerja Cara Menghitung      Target 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Kecamatan 

Tapin Tengah. 

 

Dilakukan survey 

kepuasan pelayanan 

kepada Masyarakat 

 

89 

Belum 

dilakukan 

Pengukuran 

Persentase Layanan 

Masyarakat dengan 

indeks Minimal B 

 

Persentase Nilai hasil 

survey kepuasan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat 

100 %  

Persentase Persentase   
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Rekomendasi yang 

diselesaikan 

Rekomendasi yang 

masuk dan telah 

ditindaklanjuti 

 

100 % 

 

50 % 

Persentase Pengaduan 

Masyarakat yang 

Diselesaikan. 

Persentase 

pengaduan 

masyarakat yang 

masuk dan telah 

ditindaklanjuti  

 

 

100 % 

 

 

50 % 

Persentase Desa dengan 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Desa yang baik 

Persentase Desa 

dengan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Desa yang baik 

 

 

100 % 

 

 

50 % 

Persentase Desa dengan 

Administrasi 

Kependudukan yang baik 

Persentase Desa 

dengan Administrasi 

Kependudukan yang 

baik 

 

100 % 

 

50 % 

 

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan 

Rancangan Renja Kecamatan Tapin Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 

2023 dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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BAB III 

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH 

 

Realisasi dari program kerja pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II 

tersebut pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap 

beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian 

target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% 

namun anggaran tidak akan terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah 

dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target 

fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar optimal dalam pencapaian 

target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambilkan dari pagu 

anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya.  

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 

2023 ini meliputi: 

 
 
A.   Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya 
 

Semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan 

kegiatan pada tahun sebelumnya, yaitu:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

 

B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan 
 

Untuk Tahun 2023 tidak ada penghapusan kegiatan, hanya ada 

penambahan anggaran dibeberapa kegiatan tergantung kebutuhan sampai 

akhir tahun anggaran. Serta beberapa kegiatan yang dikurangi besaran 

anggarannya dan ditambahkan ke kegiatan lain yang memerlukan 

tambahan anggaran (pergeseran). Serta ada tambahan dana yaitu 

Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
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Pergeseran dan Perubahan kegiatan secara rinci atau Perubahan 

Rencana Kerja Tahun 2023 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan 

agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya. 

 

Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD 

Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :   
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

 
 Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan 

kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan 

dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tapin 

Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023, program dan kegiatan untuk 

mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan 

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 harus menerapkan 

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. 

 Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan 

program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tapin Tengah, baik dalam 

kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar 

kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, 

dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas 

pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan 

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah ini, kiranya dapat memberi arah bagi 

kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi. 

    

 

 

  BUPATI  TAPIN, 
 
 
 

 
             M.ARIFIN ARPAN  


